
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Menimbang: a. bahwa untuk ketentuan Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah. Rancangan 
Perda kabupaten/kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan 
bupati/walikota ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota 
paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggung 
jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014; 

WALIKOTA MATARAM, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 

TENT ANG 

WALIKOTA MATARAM 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM 
NOMOR 13 TAHUN 2015 

I SALINAN I 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5209); 



Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2014. 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM 

dan 
WALIKOTA MATARAM 

25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 
Nomor 2 Seri A) 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 
Seri E); 

24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri A); 



c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defi.sit sejumlah 
Rp. 160.557.750.045,04 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Surplus/ defi.sit setelah perubahan Rp. (121.808. 988. 944,51) 
2. Realisasi Rp. 38.754.763.554,95+ 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 160.563.752.499,46 

Rp.1.044.355.803.030,95 
Rp. (132.844.006.930,23) 

2. Realisasi 
Selisih le bih / (kurang) 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp. (132.844.006.930,23) dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran belanja setelah Rp.1.177 .199 .809. 961, 18 

perubahan 

Rp. l .083.110.566.585,24 
Rp. 27.719.745.568,57 

2. Realisasi 
Selisih le bih / (kurang) 

Pasal 3 
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pas al 2 se bagai beriku t : 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp. 27.719.745.568.57 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran pendapatan setelah Rp.1.055.390.821.016,67 

perubahan 

Rp. 79.789.606.936,51 
Rp. 17.330.000.000,00 
Rp. 62.459.606.936,51 

c. Pembiayaan 
1. Penerimaan Pembiayaan 
2. Pengeluaran Pembiayaan 

Pembiayaan Netto 

Pasal2 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp. l.083.110.566.585,24 
b. Belanja Rp. l.044.355.803.030,95 

Surplus/defi.sit Rp. 38.754.763.554,29 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 
keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 1 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 

keuangan memuat: 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan arus kas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan. 



Pasal 5 
La po ran arus kas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) 
huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
tahun 2014 sebagai berikut : 
a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun Rp. 76.703.715.043,08 

2014 
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 258.810.354.519,35 
c. Arus kas dari aktivitas investasi non Rp.(227.754.829.406,00) 

keuangan 
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (l 7.330.000.000,00) 
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 5.154.602.170,50 
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun Rp. 95.583.842.326,93 

2014 

Pasal 4 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 
31 Desember tahun 2013 sebagai berikut: 
a. Jumlah Aset Rp. 2.803.909.180.090,09 
b. Jumlah Kewajiban Rp. 40.686.981.825,99 
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.763.222.198.264,10 

Rp. 62.459.606.936.51 
Rp. (59.349.382.008,00) 

2. Realisasi 
Selisih lebih/ (kurang) 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 
(59.349.382.008,00) dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran pembiayaan neto setelah Rp. 121.808.988.944,51 

perubahan 

Rp. 17 .330.000.000.00 
Rp. (730.000.000,00) 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp. (730.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 18.060.000.000,00 

setelah perubahan 
2. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp. 79.789.606.936.51 
Rp. (60.079.382.008,00) 

2. Realisasi 
Selisih lebih/ (kurang) 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp. (60.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 139.868.988.944,51 

setelah perubahan 



Pasal 8 
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(2) terdiri dari : 
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini. 
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan 

daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini. 

pengelolaan keuangan negara 
Daftar Piutang Daerah 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah 
Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset 
Lainnya 
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnya 
Daftar Dana Cadangan 
Daftar Pinjaman Daerah 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan 
Neraca 
Laporan Arus Kas 
Catatan Atas Laporan Keuangan 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 

Lampiran I.10 
Lampiran I .11 
Lampiran I.12 

Lampiran I. 9 

Lampiran I. 8 

Lampiran I.5 
Lampiran I.6 
Lampiran I.7 

Lampiran I.4 

Lampiran I.3 

Lampiran I.2 

Pasal 7 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran 

Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program dan kegiatan 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 

Pasal 6 
Catatan atas laporan keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 



MANSUR I SH. MH 
NIP.197012312002121035 

'ITD 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

Salinan sesuai dengan aslinya 

LE BARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI A 

AKMUR SAID 

Diundangkan di Mataram 
pada tangga 16 September 2015 

SE 

DAYAN! 

Ditetapkan di Mataram 
pada tanggal 16 September 2015 

0y4 Pj.WALIKOTA MATARAM,(}-< 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Mataram. 

Pasal 10 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rmcian lebih lanjut 
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 


